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P U T U S A N 

Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.LB 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG 

 
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: 

DARMANSYAH BIN DARLIS KOTO, umur 51 tahun, agama Islam, 

Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas, tempat kediaman di Jalan Kinantan Nomor 137 Ampu 

Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan 

Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon; 

 Pemohon; 

Lawan 
 

TUTI ELLIYATI BINTI KASMUN, umur 60 tahun, agama Islam, 

Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung 

Waru RT 002/RW 003 Kelurahan Waru, Kecamatan 

Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai 

Termohon;  

 Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada 

hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.LB, 

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa,Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, 

menikah pada tanggal 12 Desember 1996, sebagaimana ternyata 

dariKutipan Akta Nikah Nomor 1329/86/XII/1996, yang dikeluarkan oleh 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI 

Jakarta pada tanggal 12 Desember 1996; 

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah 

Termohon di Kampung Waru RT 002/RW 003 Kelurahan Waru, Kecamatan 

Parung, Kabupaten Bogor, sampai berpisah; 

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohondengan Termohontelah bergaul 

sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak: 

3.1 Nabila Anggi Darmanti, perempuan, lahir tanggal 05 Agustus 1997; 

3.2 Muhammad Rizki Fadillah, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2001; 

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan 

dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2000 mulai tidak 

rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan karena: 

4.1 Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan 

Pemohonlah yang membayar semua hutang Termohon; 

4.2 Termohon selalu merasa kurang bersyukur terhadap berapapun 

penghasilan yang diberikan oleh Pemohon,padahal Termohon sudah 

memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon; 

4.3 Termohon tidak pernah mendengar nasehat yang diberikan oleh 

Pemohon dan selalu mambantah nasehat Pemohon; 

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon terjadipada pertengahan tahun 2014, karena Termohon meinta 

uang kepada Pemohon, dan sudah Pemohon berikan kepada Termohon, 

tetapi Termohon tidak terima ketika Pemohon memberikan uang tidak 

sesuai dengan yang diinginkan oleh Termohon, Termohon malah memaki 

Pemohon, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibatnya Termohon 

mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sekarang Termohon 

masih tinggal di rumah Termohon di Kampung Waru RT 002/RW 003 

Kelurahan Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sedangkan 

Pemohon sekarang tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Kintanan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Nomor 137 Ampu Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan 

Lubuk Basung; 

6. Bahwa, semenjak pertengahan tahun 2014 tersebut, antara Pemohon dan 

Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 

9 (sembilan) tahun lamanya; 

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk 

memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon; 

8. Bahwa, berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak 

mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon 

akan bercerai denganTermohon menurut peraturan hukum yang berlaku; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

Primer: 

1.  Mengabulkanpermohonan Pemohon; 

2.  Memberi izin kepada Pemohon (Darmansyah bin Darlis Koto) untuk 

menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Tuti Elliyati binti Kasmun); 

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 

Subsider: 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon; 

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil -dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan 

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah 

hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon 

tidak dapat didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut: 

A. Surat; 

1. Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1329/86/XII/1996 tanggal 12 

Desember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran 

Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut 

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; 

B. Saksi;  

1. Afrizal Effendi bin Rosli St Bagindo, 30 April 1958, umur 65 tahun, 

Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat 

tinggal di Belakang Pasar Padang Baru Jorong IV Surabayo Nagari 

Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten  Agam. Saksi 

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah sepupu Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon 

adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011; 

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal 

di rumah orang tua Termohon di Kampung Waru RT 002/RW 003 

Kelurahan Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sampai 

berpisah sampai berpisah; 

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis setelah tahun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon 

suka berhutang yang mengakibatkan Termohon mengusir 

Pemohon; 

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan 

Termohon bertengkar; 

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah 

sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun sampai sekarang; 

- Bahwa sudah pernah ada dilakukan upaya perdamaian dari pihak 

keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali 

namun tidak berhasil; 

- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah 

tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi 

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga 

sekarang; 

2. Darmiwati binti Darlis Koto, 26 Maret 1973, umur 50 tahun, Agama 

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat 

tinggal di Jl. Kinantan nomor 137 Ampu Jorong II Balai Ahad Nagari 

Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Saksi 

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah adik kandung Pemohon; 

- Bahwa saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon 

adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011; 

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal 

di rumah kontrakan di tanah kusir kemudian pindah ke rumah orang 

tua Termohon di Parung Bogor, sampai berpisah; 

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak; 

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis sebelum tahun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon 

tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh 

Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon ; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan 

Termohon bertengkar tapi sering mendengar Termohon bercerita 

setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah 

sejak lebih kurang 9 (sembilan) tahun sampai sekarang; 

- Bahwa sudah pernah ada dilakukan upaya perdamaian dari pihak 

keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali 

namun tidak berhasil; 

- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah 

tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi 

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga 

sekarang; 

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya 

Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan 

Termohon dan mohon putusan; 

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal 

yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas;  

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, 

ternyata Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang 

Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk 

dipertimbangkan dan diadili; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio 

memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak 

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 

ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan 

Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak 

pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau 

wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka 

Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) 

R.Bg permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon 

(verstek); 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir 

dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 

ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan 

memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi 

tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana 

yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena 

Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai 

kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, 

dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan 

Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang 

sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon 
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suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan selalu merasa tidak cukup 

terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon, dan puncaknya terjadi pada 

pertengahan tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah 

pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon yang 

diusir oleh Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya 

suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup 

lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri 

hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah 

mendamaikan namun tidak berhasil; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap atau setidak-tidaknya 

tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah 

menghadap di persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat 

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi: 

لهَُْحقْْلَْْْظاَلمِ ْْْفَهوَُْْيجُِبْ ْوَلمَْ ْْالمُس لِمِي نَْْْحُكاَمِْْمِنْ ْْحَاكِمِْْاِلىَْْْدُعِىَْْمَنْ   

Artinya:"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak 
menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya". 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon 

tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan 

alat-alat bukti yang cukup: 

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh 

terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan 

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan 

dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang 

menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu 

menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon  telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan 

kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab 

perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran 
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tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga 

perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan 

antara Pemohon dan Termohon  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka 

untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat 

Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 

KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:  

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah 

mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh 

Majelis Hakim sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P  

(Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 

RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik 

yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan  telah dinazegelen dan 

bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti 

Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah dan 

belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai 

hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio) sehingga 

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil  serta mempunyai 

kekuatan yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan 

secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh 

karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi 

syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat 

(1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi 

Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah 

fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi bahwa antara Pemohon dan 
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Termohon sering perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi 

pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah 

lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai 

suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil yang 

harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi 

tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai 

alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan 

fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 

tanggal 12 Desember 1996; 

b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka 

berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan selalu merasa tidak cukup 

terhadap apa yang diberikan oleh Pemohon, dan puncaknya terjadi pada 

pertengahan tahun 2014. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan 

perpisahan keduanya sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang; 

d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, 

namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan 

Termohon; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis 

Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah 

(broken marriage), dimana rumah tangga yang dibangun di atas prinsip 
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mitsaqan ghalizhan, prinsip sakinah, mawaddah, warahmah, prinsip 

mu’asyarah bil ma’ruf dan prinsip musyawah telah runtuh dan sulit untuk 

dipertahankan kembali dalam suatu bangunan rumah tangga yang utuh dan 

baik. Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh 

ajaran Islam dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak 

orang dekat Pemohon, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga 

ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, 

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dan 

ikatan batin lagi yang dijadikan alasan oleh Pemohon, telah sejalan dengan 

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan Yurisprudensi 

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 

25 Juni 1993 yang mengandung konstruksi hukum “Isi pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi apabila 

judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa 

mempersoalkan siapa yang salah”; 

 Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman 

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : 

                       

Artinya :  “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) Maka 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 

 

Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83 yang berbunyi : 

ْوحيثْْصلحْْولْْنلائحْْْفيهاْْْينفعْْْيعدْْْولمْْْالزوجينْْْالحياةْْتضطربْْحينْْْالطلاقْْْنظامْْْالسلامْْْاختارْْْوقدْ

ْْالمؤبدْْْبااسجنْْْالزوجينْْْاحدْْعلىْْْيحكمْْانْْْمعناهْْْالستمرارْْلنْْْروحْْغيرْْمنْْْصورةْْْالزوجْْْالربطةْْتصبحْ

العدالةْْباهْْتاْْْوهذاْ   
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Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap 

goncang serta dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi 
nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh 

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu 
suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang 
bertentangan dengan semangat keadilan. 

 

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: 

المصالحْْْجلبْْْعلىْْْمقدمْْْالمفاسدْْْدرءْ  

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar 
kemaslahatan; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon 

benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi karena telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup 

rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi 

ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya 

Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 

(dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan  

suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 

Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar 

menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada waktu 

yang akan ditentukan kemudian; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
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3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, 

biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i 

yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Darmansyah bin Darlis Koto) untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Teti Elliyati binti 

Kasmun) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp333.000,00 

(tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); 

Penutup 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 1 Sya’ban 1444 Hijriyah, oleh kami Mohamad 

Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ayu Mulya, S.H.I, M.H 

serta Derry Damayanti, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota 

berdasaran Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 22 

Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim 

Anggota dan dibantu oleh Dra. Elni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri 

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  

Ketua Majelis 

 

ttd 

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. 

Hakim Anggota 

 

Hakim Anggota 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PA.LB 
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Ayu Mulya, S.H.I, M.H. 

ttd 

Derry Damayanti, S.H.I. 

Panitera Pengganti 
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Dra. Elni  

 

 Perincian biaya perkara: 

1. Biaya PNBP : Rp 60.000,00 

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00 

3. Biaya Panggilan : Rp 213.000,00 

4. Meterai : Rp 10.000,00 

Jumlah : Rp 333.000,00 

Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah 
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